PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR |§ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2019/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :a bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019,
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2019; -

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian program dan
kegiatan, pergeseran rekening rincian objek belanja dan
anggaran kas disesuaikan dengan Peraturan Presiden
Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2019 tentang Kegiatan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
maka Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 perlu
diadakan perubahan;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;.”
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);,~

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);~
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -



10.

31

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)y"
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6263);/

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);,/



12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574); -

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575)-

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); ~

Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5156);/

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang  Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 114); -

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan
perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73),/

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); -

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);,~



26.

27,

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);/”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;~
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,~

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD;~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Tahun Anggaran 2019,~

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;



35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Pengaturan Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun 2019;/

36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-
2025; /

37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);”

38. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019,

39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, -

40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);/

41. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107); -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019,



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut ;/~

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri
atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan
Asli Daerah  Rp. 140.435.954.468,00/

b. Dana
Perimbangan Rp. 1.484.592.141.000,00

c. Lain-lain

Pendapatan

yahg Sah Rp. 277.310.655.830,00.”

Jumlah Pendapatan Rp. 1.902.338.751.298,00,~
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja

Pegawai Rp. 638.822.050.140,00
2) Belanja

Hibah Rp. 17.201.940.000,00.-

3) Belanja

Bantuan

Sosial Rp. 2.695.000.000,00_ ~
3) Belanja

Bagi Hasil

kepada

Propinsi/

Kab/Kota

dan

Pemerintah

an Desa Rp. 5.238.607.390,00,~



4) Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Propinsi/

Kabupaten

/Kota dan

Pemdes Rp. 314.415.315.900,00
5) Belanja

Tidak Rp. 1.000.000.000,00.~

Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 979.372.913.430,00~

b. Belanja Langsung

1) Belanja
Pegawai Rp. 47.840.102.460,00,~
2) Belanja
Barang
dan Jasa Rp. 500.977.254.441,00/
3) Belanja
Modal Rp. 378.356.999.364,00,
Rp. 927.174.356.265,00.”
Jumlah Belanja Rp. 1.906.547.269.695,00,
Surplus/(Defisit) Rp. [4.208.518.397,00)/
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 4.208.518.397,00~
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 4.208.518.397,00.~
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan Rp 0,00 .~

. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini..~
. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini. -~



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal & Maret 2019

fsup? RAWAS,%
‘r’ H. HENDRA GUNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti :

pada tanggal 28 Maret 2018 \J
j. SEKRETARIS DAERAH $

KABUPATEN MUSI RAWAS
(’/—*

—

EC. PRISKODESI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR |$
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